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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaharuan hukuman mati
yang awalnya dikategorikan sebagai pidana pokok berubah menjadi pidana khusus
yang di dalamnya di masukkan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun yang secara
alternatif. Hal ini diatur pada Pasal 64 dan 67 UU No.1 Tahun 2023 Tentang
KUHP. Timbulnya masa percobaan pidana mati membawa nuansa baru dalam
perdebatan panjang kelompok pro-kontra dengan hukuaman mati yang di mana
hal tersebut membuat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan
keinginan menghapuskan hukuman mati sepenuhnya. Skripsi ini bertujuan untuk
menganalisis masa percobaan pidana mati dengan menggunakan perspektif HAM.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yaitu Penelitian
yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriptif
dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peneliti
memperoleh data melalui studi kepustakaan (library research) yang kemudian
diolah melalui tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Peneliti menemukan bahwa masa percobaan pidana mati ini
meningkatkan penghormatan terhadap HAM serta menjembatani antara kelompok
pro dan kelompok yang kontra hukuman mati. Awalnya penerapan tidak memiliki
kepastian waktu pelaksanaannya. Namun sekarang, setelah masa percobaan
pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang dijalani tanpa perubahan perilaku
yang lebih baik, eksekusi mati pasti akan dilaksanakan. Pada saat yang sama
ketika terpidana mati berkelakuan baik pada masa percobaan pidana mati
terpidana bisa lepas dari eksekusi mati dan menerima penjara seumur hidup saja,
ini lebih dekat dengan nilai-nilai HAM. Pidana mati di dalam KUHP tidak
melanggar HAM karena hal ini adanya pengecualian yang diatur di dalam Pasal
73 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa HAM hanya dapat
di batasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar
orang lain.



